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PERATURAN BUPATI CIREBON 
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TENTANG 

KETENTUAN PELAKSANAAN KAWASAN PERUNTUKAN PERTAMBANGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI CIREBON, 

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan 
antar sektor, daerah dan masyarakat, maka rencana tata ruang 
wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang 

b 

0 

b. 

C. 

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 46 Peraturan 
Daerah Kabupaten Cirebon iNomor 17 Tahun 2011 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon 
Tahun 2011-2031, serta untuk memberikan petunjuk 
pelaksanaan mengenai kawasan peruntukan pertambangan di 
Kabupaten Cirebon; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan b, maka perlu mengatur petunjuk pelaksanaan 
kawasan peruntukan pertambangan yang ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati. 

1 rflu rf.ave Tave 9 r_ls po4 d=sos+ To+ales 
A+ 4AAA4CAAA +AAu4CAA4S AuAA44A 4du ACAL4AA I LA4LC4AAS A AAAAAAALCAAACAA 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor +37), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

/ Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Dove I avvlkovov Taoovo Dae+llK1 I+so+veio ',is 007 
A4A46AA 4f L44wAA4AA4444 Ate4MA44 Aw44AAA A4444A4A64 4 44A46AA4 4 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 
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3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4959); 

A Tu T1us» Tau " 'r,ls% 00oO +ria Dal~lo 
i, ii4t44iS i4Ci4S uiiiuI +A A CAA4Ai u Lit444 A 444444444444$3C444 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Repubiik Indonesia Nomor 5059); 

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3174); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah 
Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5110); 

Q Davos#tvow Davvavivtu Ivor r,,sv 0off kavtove 
e A wA6A6AA 6AA4 wAA4wA AAA6 A4AA4A 4A4AA4AA4 4 4wAA44AA4f 

Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batuan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, 
Tambahan iembaran Negara Repubii Indonesia vomor 5i11j; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan 
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142); 

1f Devolve Dao+al Tave rrQ ls off drtree 
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Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara epubli Indonesia Nomor 5i72); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral 
dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 5282); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin 
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 48., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5285); 
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13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2009--2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomor 86); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon 
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon 
Nomor 17 Tahun 2011 Seri E.7). 

Menetapkan : KETENTUAN 
PEKTAMANGAN 

PELAKSANAAN KAWASAN PERUNTUKAN 

0 

t 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten 

Cirebon; 
3. Bupati adalah Bupati Cirebon; 

Twee dude wee»NL Le.]eve«e dude eel 
i, iuiACAiLC LCLCA A LAC4AAS CuACAICAA ALCALA 1AAACALACACAA LCLC A L4CAA3 A4 

Kabupaten Cirebon; 
5. Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan yang 

diperuntukan bagi kegiatan pertambangan bagi wilayah yang 
sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan 
pertambangan, meliputi mineral dan batubara; 

6. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah 
izin untuk melaksanakan pertambangan; 

7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah 
dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta 
menegakkan Peraturan Daerah; 

8. Bangunan yang berpotensi menimbulkan bahaya adalah 
bangunan lain selain bangunan penunjang kegiatan 
penambangan; 

9. Bangunan penunjang kegiatan pertambangan adaiah bangunan 
yang mempunyai fungsi penunjang berupa instalasi dan 
peralatan dari kegiatan usaha pertambangan. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Pengaturan kawasan peruntukan pertambangan sebagai upaya 
pengendalian pelaksanaan usaha pertambangan dalam rangka 
pengamanan dan pelestarian yang berwawasan lingkungan. 

Pasal 3 

Pengaturan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 merupakan petunjuk pelaksanaan 
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kawasan peruntukan pertambangan yang tercantum dalam 
Rencana Tata Ruang. 

BAB III 
RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTAMBANGAN 

Pasal 4 

(1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud 
dalam Rencana Tata Ruang meliputi: 
a. Kecamatan Dukupuntang seluas 122 (seratus dua puluh 

J\ 1Alic 
44L4Cf Ai4ALCALA 9 

Kecamatan Gempol seluas 256 (dua ratus lima puluh 
enam) hektar; 
Kecamatan Beber seluas 8 (elapan) hektar; 
Kecamatan Lemahabang seluas 30 (tiga puluh) hektar; 
Kecamatan Susukan Lebak seluas 75 (tujuh puluh lima) 
hektar; 
Kecamatan Karangsembung seluas 10 (sepuluh) 
hektar; dan 
Kecamatan Palimanan seluas 100 (seratus) hektar. 

b. 

C. 
d. 
e. 

f. 

0 g. 
]+vrode 
Ah44r¥4444AA4 

f 

dimaksud pada ayat (1) seluas 601 (enam ratus satu) hektar 
meliputi: 
a. Kecamatan Dukupuntang seiuas izz (seratus dua puiuh 

dua) hektar meliputi : 
1. Desa Kedongdong Kidul seluas 16 (enam belas) hektar; 
2. Desa Cisaat seluas 6 (enam) hektar; dan 
3. Desa Cipanas seluas 100 (seratus) hektar. 

b. Kecamatan Gempol seluas 256 (dua ratus lima puluh 
enam) hektar meliputi: 
1. Desa Cupang seluas 40 (empat puluh) hektar; 
2. Desa Cikeusal seluas 106 (seratus enam) hektar; 
3. Desa Palimanan Barat seluas 106 (seratus enam); dan 
A Ta«cu II7lulu alee [ave4l Lal»de 

+ AAA vN CAA6AAA6AA MAL4CA (A444€At] AA\ALCAA 

c. Kecamatan Beber seluas 8 (delapan) hektar meliputi : 
i. Desa Patapan seiuas 4 (em pat ) hektar; dan 
2. Desa Beber seluas 4 (empat) hektar. 

d. Kecamatan Lemahabang seluas 30 (tiga puluh) hektar 
meliputi: 
1. Desa Cipeujeuh Wetan seluas 15 (lima belas) 

hcktar; dan 
2. Desa Cipeujeuh Kulon seluas 15 (lima belas) hektar. 

e. Kecamatan Susukan Lebak seluas 75 (tujuh puluh lima) 
hektar meliputi : 
1. Desa Kaligawe seluas 15 (lima belas) hektar: 
2. Desa Curug seluas 15 (lima belas) hektar; 
3. Desa Sampih seluas 15 (lima belas) hektar; 
A Taco ('oar~ ail cohos 1m (1%so kaloss alko. do+ 

% w6A A64¥A 4%444 iwA4A4 ALM4A4444 A64A4wA4444 A6AA A 

5. Desa Susukan Tonggoh seluas 15 (lima belas) hektar. 

f. Kecamatan Karangsembung seiuas i0 (sepuiuh) hektar 
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berada di Desa Karangsuwung; dan 

g. Kecamatan Palimanan seluas 100 (seratus) hektar meliputi: 
1. Blok Gunung Giwur berada di Desa Kepuh; 
2. Blok Benggoi berada di Desa Kepuh; 

D11 0,%. D.ls 1.u 1; Tara Isl,a 
4+ AA\I Ai4Al$ CAA4ult4 AC4uACA 4AA AC Al4Alls A4CAA4 

4. Blok Gunung Santri berada di Desa Kepuh. 

() Luas kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) merupakan kawasan alokasi baru 
diluar kawasan peruntukan pertambangan yang telah 
ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon 
Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Cirebon. 

BAB IV 
LPL'TL'ITYTA AT DI'AI/I'AITATIAAI DI'IAIII'A A'TAAI DITA! 
•• • •• ••• .d. ....... d.... .... ..... 

Pasal 5 

Pengendalian Pemanfaatan Ruang meliputi: 
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan 

pertambangan; 
b. ketentuan perizinan kawasan peruntukan pertambangan; dan 
c. arahan sanksi kawasan peruntukan pertambangan. 

Bagian Kesatu 
Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Pertambangan 

Pasal 6 

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan 
pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a 
dengan ketentuan: 

peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi 
menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan 
wiiayah sekitarnya, kecuaii bangunan penunjang kegiatan 
pertambangan; 

b. dilarang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan 
lindung; 

c. dilarang melakukan kegiatan penambangan di kawasan rawan 
bencana dengan tingkat kerentanan tinggi; 

d. dilarang melakukan kegiatan penambangan yang dapat 
menimbulkan kerusakan lingkungan; dan 

t 

c. Jee wv»]«le leek+de eeurevel» lewwee 
4AA4CA4 €444S AA444€444A0CAA4 AS4C4LC4A4 1A4CAA4CAA4SG444 1CAA4CA A»CANN CA»CAA4 

peruntukan pertambangan apabila terdapat daerah 
konservasi, sumber air dan rawan gerakan tanah. 

Bagian Kedua 
Ke ten tuan Perizinan 

Pasal 7 

(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
huruf b merupakan kewenangan yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Daerah yang harus dipenuhi oleh setiap pihak 
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dalam memanfaatkan kawasan peruntukan pertambangan 
sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. 

(2) IUP yang telah dikeluarkan sebelum peraturan bupati ini 

ditetapkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya 
sepaniang masih terdapat kandungan bahan tambang. . . 

(3) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaksanakan 
dewdew we .week .)Nee dewdew wewdew 

I«LAA4LLICii AduACAki uACui 44ti4$CAI ML4A4LL4CAA4 [CALL4i CAI 

perundang-undangan. 

(4) Luas kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan (3) tetap berlaku sesuai dengan 
masa berlakunya. 

Pasal 8 

Dalam bemanfaatan ruang kawasan peruntukan pertambangan . . . 
setiap orang/badan, badan usaha dan koperasi wajib memiliki 
IUP dan wajib melaksanakan setiap ketentuan perizinan sesuai 

Pasal 9 

(1) IUP diberikan untuk: 
a. menjamin pemanfaatan ruang kawasan peruntukan 

pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang dan 
peraturan zonasi; 

b. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan 
e w lNeu'teed~ re leveed1we 
4+ AAA4A44444444$4 01A4LAA4S'CAA4 4444u4444 4CA44 444040y CAA CAD»CAL AL4CA, 

(2) IUP diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan 
melakukan kegiatan usaha pertambangan pada kawasan 
peruntukan pertambangan berdasarkan rencana tata ruang. 

Bagian Ketiga 
Sanksi 

Pasal 10 

(1) Pengenaan sanksi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
huruf c merupakan tindakan penertiban yang dilakukan 
terhadap pemanfaatan ruang kawasan peruntukan 
wwlevee vrewe4] de% levee vwaeoetelevee 1A A4AAA4AA4St4A4 AA4S A4AGAA uAtAA 4A494444 4 A4444444 LG4444 4 444444$ 

dan peraturan zonasi. 

() Penertiban dan/atau penegakan Peraturan Bupati ini 
dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan/ atau Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) setelah mendapat laporan hasil 
pengawasan dari dinas teknis sesuai dengan kewenangannya, 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Dalam hal penyimpangan dalam pemanfaatan ruang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan 
penyimpangan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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(4) Setiap pejabat pemerintah daerah yang berwewenang 
menerbitkan izin pemanfaatan ruang dan tidak sesuai dengan 
rencana tata ruang, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(5) Pemanfaatan ruang kawasan peruntukan pertambangan yang 
tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi 
dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenakan 
sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BABV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 11 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka : 
a. IUP yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon tetap berlaku sesuai 
dengan masa berlakunya; dan/atau 

b. IUP sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib melakukan 
herregistrasi/ daftar ulang sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Cirebon. 

Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal 14 September 2012 

BUPATI CIREBON, 

TTD 

DEDI SUPARDI 

Diundangkan di Sumber 
pada tanggal 14/September 2012 

a SEKRETARIS 
l 

ERAH KABUPATEN CIREBON, ¢, 
« 

4DUDUNG MULYANA 
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2012 NOMOR 37 SERI E.18 


	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)
	image_005.pdf (p.5)
	image_006.pdf (p.6)
	image_007.pdf (p.7)

